
BUPATI TULANG BAWANG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR 53 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KABUPATEN TULANG BAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dan Pasal 4

Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12

Tahun 2016 tenlang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang, perlu

menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, 1 ugas,

Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang;

b. bahwa sehubungan dengan maksud pada hurul a

tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan

Bupali Tulang Bawang tenlang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Tulang Bawang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 lentang

Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkal II Tulang

Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkal 11 Tanggamus

(Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1997

Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik

Indonesia Nomor 3667);



2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4419);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubhk

Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5494);



9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887)

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011

Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 15

Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan

Gender di Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 927);

13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

615);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentang

Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;



16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran

Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor

12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang

Bawang Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN

ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN

ANAK KABUPATEN TULANG BAWANG.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

6. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulang

Bawang.

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang.

8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit

Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Tulang Bawang.

9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulang

Bawang.



10. Pemberdayaan Perempuan adalah upaya peningkatan kemampuan wanita

dalam mengembangkan kapasitas dan keterampilannya untuk meraih akses

dan penguasaan terhadap posisi pengambil keputusan, sumber-sumber dan

struktur atau jalur yang menunjang.

11. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi

anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan

berprestasi serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

12. Perlindungan Perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk

melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-

haknya dengan memberikan perhatian dan konsisten dan sistematis yang

ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.

13. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang

Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada

Bupati Tulang Bawang melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak terdiri dari:

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat, membawahi:
1. Sub Bagian Program dan pelaporan.

2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.

c. Bidang Pemberdayaan Peremptian, Kualitas keluarga, Data dan Informasi,

membawahi :

l.Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekomomi, Sosial, Politik dan

Hukum.

2. Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga, Data dan

Informasi.



d. Bidang Pemenuhan Hak Anak, membawahi:

1. Seksi Pengasuhan dan Pendidikan.

2. Seksi Hak Sipil, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan.

e. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, membawahi:
1. Seksi Perlindungan Perempuan.

2. Seksi Perlindungan Anak.

f. UPT.
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh

seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Dinas.

(3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, dan e,

masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas .

(4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala sub bagian yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, dan e, masing-

masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

(6) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh Kepala UPT

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g,

dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai ketua kelompok yang

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

(8) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati

ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 4

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas

melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak berdasarkan atas otonomi dan tugas pembantuan serta

tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Bagian Kedua

Füngsi
Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan pelaksanaan pengarustamaan gender dan

pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik, hukum, kualitas

keluarga, pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi,

pengasuhan keluarga dan lingkungan, kesehatan, kesejahteraan, pendidikan,

kreativitas dan kegiatan budaya, pencegahan, penanganan, perlindungan,

dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga,

dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta

dari tindak pidana perdagangan orang:

2. Koordinasi penyusunan kebijakan pengarustamaan gender dan

pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik, hukum, kualitas

keluarga, pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi,

pengasuhan keluarga dan lingkungan, kesehatan, kesejahteraan, pendidikan,

kreativitas dan kegiatan budaya, pencegahan, penanganan, perlindungan dan

pemberdayaan perempuan korban kekerasan dalam rumahtangga, dibidang

ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak

pidana perdagangan orang;

3. Perumusan kajian penyusunan kebijakan pengarustamaan gender dan

pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik, hukum, kualitas

keluarga, pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi,

pengasuhan keluarga dan lingkungan, kesehatan, kesejahteraan, pendidikan,

kreativitas dan kegiatan budaya, pencegahan, penanganan, perlindungan dan

pemberdayaan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, dibidang

ketenagakeijaaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari

tindak pidana perdagangan orang:

4. Koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan

pengarustamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi,

sosial, politik, hukum, kualitas keluarga, pemenuhan hak anak terkait hak

sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan keluarga dan lingkungan,

kesehatan, kesejahteraan, pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya,

pencegahan, penanganan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan

korban kekerasan dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam

situasi darurat dan kondisi khusus serta tindak pidana perdagangan orang,



5. Fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarustamaaan

gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik,

hukum, kualitas keluarga, pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi

dan partisipasi, pengasuhan keluarga dan lingkungan, kesehatan,

kesejahteraan, pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya, pencegahan,

penanganan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan

dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan

kondisi khusus serta tindak pidana perdagangan orang;

6. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan

pengarustamaaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi,

sosial, politik, hukum, kualitas keluarga, pemenuhan hak anak terkait hak

sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan keluarga dan lingkungan,

kesehatan, kesejahteraan, pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya,

pencegahan, penanganan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan

korban kekerasan dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam

situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak perdagangan orang,

7. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan

pelaksanaan pengarustamaan gender dan pemberdayaan perempuan

dibidang ekonomi, sosial, politik, hukum, kualitas keluarga, pemenuhan hak

anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan keluarga dan

lingkungan, kesehatan, kesejahteraan, pendidikan, kreativitas dan kegiatan

budaya, pencegahan, penanganan, perlindungan dan pemberdayaan

perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, dibidang

ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dan tindak

pidana perdagangan orang;

8. Perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data

dan informasi gender dibidang ekonomi, sosial, politik, hukum, kualitas

keluarga dan pemenuhan hak anak serta kekerasan terhadap perempuan dan

anak;

9. Koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan

penyajian data dan informasi gender dibidang ekonomi, sosial, politik, hukum

kualitas keluarga dan pemenuhan hak anak, perlindungan anak serta

kekerasan terhadap perempuan dan anak;

10. Perumusan kajian kebijakan .pengumpulan, pengolahan, analisis dan

penyajian data dan informasi gender dibidang ekonomi, sosial, politik,

hukum, kualitas keluarga dan pemenuhan hak anak, perlindungan anak

serta kekerasan terhadap perempuan dan anak;



11. Koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan,

analisis dan penyajian data dan informasi gender dibidang ekonomi, sosial,

politik, hukum, kualitas keluarga dan pemenuhan hak anak, perlindungan

anak serta kekerasan terhadap perempuan dan anak;

12. Fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan,

analisis dan penyajian data dan informasi gender dibidang ekonomi sosial,

politik, hukum, kualitas keluarga pemenuhan hak anak, perlindungan anak

serta kekerasan terhadap perempuan dan anak;

13. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender

dibidang ekonomi, sosial, politik, hukum, kualitas keluarga dan pemenuhan

hak anak, perlindungan anak serta kekerasan terhadap perempuan dan

anak;

14. Penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak

pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha;

15. Standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;

16. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan

kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak,

lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak, layanan

perlindungan dan pemberdayaan perempuan dibidang pencegahan,

penanganan, kekerasan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban

kekerasan didalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi

darurat dan kondisi khusus serta tindak pidana perdagangan orang;

17. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender

dibidang ekonomi, sosial, politik, hukum, kualitas keluarga dan pemenuhan

hak anak, perlindungan anak serta kekerasan terhadap perempuan dan

anak;

18. Penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi urusan

perencanaan dan evaluasi, urusan keuangan serta urusan umum

kepegawaian;
19. Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum kepada masyarakat

dalam lingkup tugasnya;

20. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

lingkup tugas dan fungsinya.



BAB V

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 6

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan

mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak dalam menyelenggarakan kewenangan desentralisasi

dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang

menjadi kewenangan dan tugas - tugas lain sesuai dengan kebijakan yang

ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang

berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala

Dinas menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak;

b. Penyusunan dan penetapan program kerja dalam rangka pelaksanaan

tugas;
c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

d. Penyelenggaraan kebijakan dibidang pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak yang ditetapkan oleh Bupati;

e. Pemberian informasi, saran dan pertimbangan dibidang pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak kepada Bupati sebagai bahan untuk

menetapkan kebijakan atau membuat keputusan;

f. Penyelenggaraan koordinasi dan mengadakan hubungan kerjasama dengan

semua instansi, untuk kepentingan pelaksanaan tugas;

g. Pembinaan terhadap personil pada Dinas dan jabatan Fungsional dalam

rangka pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak;

h.Penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi urusan

perencanaan dan evaluasi, urusan keuangan serta urusan umum dan

kepegawaian;

i. Pelaksanaan sistem pengendalian intern dinas;

j. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai

dengan bidang tugasnya dan fungsinya.



Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 7

(1) Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengatur tertib

penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga,

perlengkapan, keuangan, tatalaksana, kehumasan, perencanaan, monitoring,

evaluasi dan pelaporan di lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Sekretariat menyelengarakan fungsi:

a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan Rencana Strategis dibidang

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran, pelaporan,

pembinaan organisasi dan tatalaksana serta melakukan monitoring dan

evaluasi pelaksanaannya dilingkup Dinas;

c. Pengelolaan administrasi surat menyurat, pengurusan rumah tangga,

perlengkapan serta pembinaan personil;

d. Pengelolaan administrasi keuangan;

e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;

f. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana serta melakukan

monitoring dan evaluasi pelaksanaannya;

g. Pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat, dokumentasi dan informasi

mengenai pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,

h. Penyelenggaraan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala

Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

(1) Sub Bagian Program dan Pelaporan, mempunyai tugas melaksanakan

penyusunan rencana kegiatan, pengkoordinasian, pembinaan, pengendahan

dan pemberian bimbingan dibidang perencanaan program dan kegiatan,

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak.

(2) Rincian tugas Sub Bagian Program dan Pelaporan adalah sebagai berikut :

a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Program dan Pelaporan

berdasarkan hasil evaluasi • kegiatan tahun lalu sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai

pedoman pelaksanaan kegiatan;



b. Menjabarkan perintah, disposisi atasan dan petunjuk pelaksanaan sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang

tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

c. Memberikan petunjuk, arahan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai

dengan bidang tugasnya, secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan

kelancaran pelaksanaan tugas;

d. Melaksanakan koordinasi dengan Sub Bagian dan Bidang di lingkungan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara langsung

maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, data dan informasi

guna memperoleh hasil kerja yang optimal;

e. Menyiapkan konsep naskah dinas bidang perencanaan, evaluasi dan

pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menunjang

kelancaran pelaksanaan tugas;

f. Menyiapkan rumusan program kegiatan berdasarkan hasil rangkuman

rencana kegiatan bidang-bidang dalam rangka penyusunan anggaran,

pendapatan dan belanja Dinas;

g. Menghimpun, meneliti dan mengoreksi bahan usulan program kegiatan

dari masing-masing bidang, Sub Bidang dan Sub Bagian sesuai dengan

ketentuan yang berlaku;

h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan

kegiatan operasional Dinas agar diketahui tingkat realisasinya,

i. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Dinas dan menyiapkan

bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati sesuai

pedoman dan ketentuan yang berlaku;

j. Menghimpun dan mengoreksi seluruh laporan kegiatan dari masing-

masing Bidang dan Sub Bidang sebagai bahan evaluasi dan bahan

penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Dinas;

k. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan

tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang berlaku,

1. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan

tugas dan rencana kegiatan Sub Bagian Program dan Pelaporan serta

menyiapkan bahan tindak lanjut untuk penyelesaian masalahnya.

m. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Program dan Pelaporan

kepada Sekretaris sebagai dasar pengambilan kebijakan lebih lanjut;



n. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris baik secara

lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran

pelaksanaan tugas;

o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Sekretaris sesuai

dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

(1). Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan, mempunyai tugas

melaksanakan pengelolaan, pembinaan dalam arti melakukan urusan

ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, pelaksanaan kegiatan

hubungan masyarakat, dokumentasi, pembinaan administrasi kepegawaian

serta melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dalam lingkungan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

(2). Rincian tugas Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan adalah

sebagai berikut :

a. Menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan rencana kegiatan dan

anggaran Sub Bagian Umum, .Kepegawaian dan Keuangan baik bulanan,

triwulan dan tahunan;

b. Menyusun konsep petunjuk teknis opersional pelaksanaan pengelolaan

dan pembinaan kepegawaian, perundang-undangan, organisasi,

tatalaksana dan keuangan;

c. Menyusun bahan kebijaksanaan operasional dibidang kepegawaian,

ketatausahaan dan keuangan;

d. Menyiapkan pelayanan pembayaran gaji, lembur dan penghasilan lainnya

kepada para pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak;

e. Menyiapkan pelayanan penjenuhan kebutuhan alat tulis kantor,

perlengkapan kantor dan fasilitas lainnya untuk keperluan pelaksanaan

tugas;

f. Menyiapkan pelayanan administrasi pelaksanaan perjalanan dinas

pegawai;
g. Melakukan pemantauan dan telaahan pelaksanaan pemeliharaan

kebersihan lingkungan interior maupun eksterior.

h.Menyiapkan pelayanan penerimaan tamu -tamu kedinasan;

i. Menyiapkan pelayanan operasional, perbaikan dan pemeliharaan gedung,

peralatan kantor dan kendaraan dinas termasuk pengurusan surat-surat

kendaraan dinas;



j. Menyiapkan bahan-bahan, sarana perlengkapan dan fasilitas lainnya

untuk upacara-upacara, pertemuan-pertemuan dan acara-acara resmi

lainnya ;

k. Melakukan inventarisasi barang-barang kekayaan negara milik Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;

1. Melakukan pemantauan arsip-arsip aktif dan inaktif;

m. Melakukan penyimpanan, penataan dan pemeliharaan arsip inaktif serta

menyiapkan proses penyusutan arsip dan dokumen;

n. Menyiapkan pelayanan administrasi surat menyurat yang meliputi

penerimaan dan distribusi surat-surat masuk, pemberian nomor surat

pengadaan, filling surat-surat dan dokumentasi, telepon, teleks dan

faximile serta administrasi umum lainnya;

o. Menyiapkan bahan kebijaksanaan operasional dibidang pelaksanaan

administrasi kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak meliputi; pengelolaan dan pemutakhiran data

pegawai, rencana kebutuhan pegawai, pengembangan karier, peningkatan

kesejahteraan, dokumentasi, pemberian penghargaan dan penyiapan

puma karya dan lain - lain;

p. Menyiapkan bahan untuk pengadaan, mutasi dan kenaikan pangkat

pegawai;
q. Menyiapkan, mengolah, memperbaharui data dalam rangka menunjang

pengelolaan administrasi kepegawaian;

r. Menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaan peningkatan

kesejahteraan dan disiplin pegawai ;

s. Menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan petunjuk teknis dan

kebijakan operasional pelaksanaan penyusunan anggaran, anahsis

pelaksanaan anggaran, pembukuan, perbendaharaan dan verfikasi ,

t. Menyiapkan konsep usulan anggaran dan belanja Dinas, pembukaan,

verifikasi, perbendaharaan dan pertanggungjawaban keuangan;

u. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretans

sesuai dengan bidang tugasnya.



Bagian Ketiga

Bidang Pemberdayaan Perempuan,

Kualitas Keluarga, Data dan Informasi

Pasal 10

(1) Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan

persiapan perumusan, pemberian dukungan, pembinaan dan pelaksanaan

penyiapan perumusan, pemberian dukungan dan pelaksanaan kebijakan/

program/ kegiatan kualitas hidup perempuan, kualitas keluarga, data dan

informasi berdasarkan kebijakan Bupati dan peraturan perundang-undangan

yang berlaku;

(2) Dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Bidang Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan fungsi;

a. Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender

dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, social, politik, hukum

dan kualitas keluarga;

b. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan

pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang

ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;

c. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan

pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang

ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;

d. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan

pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang

ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;

e. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan

kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan

perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas

keluarga;

f. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan

pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di

bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;

g. Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan

penyajian data dan informasi gender dibidang ekonomi, sosial, politik,

hukum dan kualitas keluarga;

h. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan,

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dibidang

ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;



i. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan,

analisis dan penyajian data dan informasi gender dibidang ekonomi,

sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;

j. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi

gender dibidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;

k. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan,

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dibidang

ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga

1. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan

kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan

informasi gender dibidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas

keluarga;

m.Penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender;

n. Penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan

perempuan;
o. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan

peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan

hak anak;

p. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi

gender dibidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga,

q. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 11

(1) Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi, Sosial, Politik dan Hukum

mempunyai tugas menyelenggarakan, perencanaan, pelaksanaan evaluasi,

koordinasi dan penyusunan laporan Pemberdayaan Perempuan Bidang

Ekonomi, Sosial, Politik dan Hukum.

(2) Rincian tugas Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi, Sosial,

Politik dan Hukum adalah sebagai berikut:

a. Menyiapkan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender

dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik dan

hukum;

b. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan

pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang

ekonomi, sosial, politik dan hukum;



c. Menyiapkan perumusan kajian pelaksanaan pengarusutamaan gender dan

pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;

d. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan

pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang

ekonomi, sosial, politik dan hukum;

e. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan

pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang

ekonomi, sosial, politik dan hukum;

f. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan

kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan

perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;

g. Melaksanakan Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan

kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan

perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;

h. Menyiapkan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan

penyajian data dan informasi gender dibidang ekonomi, sosial, politik dan

hukum;

i. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan,

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dibidang

ekonomi, sosial, politik dan hukum;

j. Menyiapkan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan,

analisis dan penyajian data dan informasi gender dibidang ekonomi, sosial,

politik dan hukum;

k. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi

gender dibidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;

1. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan,

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dibidang

ekonomi, sosial, politik dan hukum;

m. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan

kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan

informasi gender dibidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;

n. Menyiapkan pelembagaan pengarusutamaan gender di bidang ekonomi,

sosial, politik dan hukum;

o. Menyiapkan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan

perempuan gender di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum,



p. Melaksanakan Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan

kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan

informasi gender dibidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;

q. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala bidang

sesuai dengan bidang tugasnya;

Pasal 12

(1). Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga, Data dan

Informasi mempunyai tugas menyelenggarakan, perencanaan, pelaksanaan

evaluasi, koordinasi dan penyusunan laporan Seksi Pemberdayaan

Perempuan Bidang Kualitas Keluarga, Data dan Informasi.

(2). Rincian tugas Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga,

Data dan Informasi adalah sebagai berikut :

a. Menyiapkan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan

gender dan pemberdayaan perempuan dibidang kualitas keluarga;

b. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan

pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang

kualitas keluarga;

c. Menyiapkan perumusan kajian pelaksanaan pengarusutamaan gender

dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;

d. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan

pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan

dibidang kualitas keluarga;

e. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan

pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang

kualitas keluarga;

f. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan

kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan

perempuan di bidang kualitas keluarga;

g. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan

kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan

perempuan dibidang kualitas keluarga;

h. Menyiapkan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis

dan penyajian data dan informasi gender dibidang kualitas keluarga,



i. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan,

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dibidang

kualitas keluarga;
j. Menyiapkan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan,

analisis dan penyajian data dan informasi gender dibidang kualitas

keluarga;
k. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi

gender dibidang kualitas keluarga;

1. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan,

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dibidang

kualitas keluarga;

m.Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan

kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan

informasi gender dibidang kualitas keluarga;

n.Menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan

peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan

hak anak;

o. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan

kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan

informasi gender di bidang kualitas keluarga;

p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Pemenuhan Hak Anak
Pasal 13

(1). Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

perumusan, pemberian dukungan, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan/

program/ kegiatan pemenuhan hak anak berdasarkan kebijakan Bupati dan

peraturan perundang- undangan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang

Pemenuhan Hak Anak menyelenggarakan fungsi;

a. Penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil,

informasi dan partisipasi, pengasuhan keluarga dan lingkungan,

kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan

budaya;



b. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak

terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan

lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas

dan kegiatan budaya;

c. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak

sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan,

kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan

budaya;

d. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan

hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan,

keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan,

kreativitas dan kegiatan budaya;

e. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak

anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga

dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan,

kreativitas dan kegiatan budaya;

f. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan

kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan

partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan

kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;

g. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan

pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi,

pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan

serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;

h. Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan

penyajian data dan informasi dibidang pemenuhan hak anak;

i. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan,

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi dibidang

pemenuhan hak anak;

j. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan,

analisis dan penyajian data dan informasi gender dibidang pemenuhan

hak anak;

k. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi

dibidang pemenuhan hak anak;



1. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan,

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi dibidang

pemenuhan hak anak;

m. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan

kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan

informasi dibidang pemenuhan hak anak;

n. Penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah,

non pemerintah, dan dunia usaha;

o. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan

peningkatan kualitas hidup anak;

p. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi

dibidang pemenuhan hak anak;

q. Pelaksanakaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 14

(1) Seksi Pengasuhan dan Pendidikan mempunyai tugas menyelenggarakan,

perencanaan, pelaksanaan evaluasi, koordinasi dan penyusunan laporan

Seksi Pengasuhan dan Pendidikan.

(2). Rincian tugas Seksi Pengasuhan dan Pendidikan adalah sebagai berikut :

a. Menyiapkan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak dibidang

pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang

dan kegiatan budaya;

b. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak

anak dibidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan

waktu luang dan kegiatan budaya;

c. Menyiapkan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak di bidang

pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang

dan kegiatan budaya;

d. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan

pemenuhan hak anak dibidang pengasuhan alternatif dan pendidikan

serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;

e. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak

anak dibidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan

waktu luang dan kegiatan budaya;



f. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan

kebijakan pemenuhan hak anak dibidang pengasuhan alternatif dan

pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;

g. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan

kebijakan pemenuhan hak anak dibidang pengasuhan alternatif dan

pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;

h. Menyiapkan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis

dan penyajian data dan informasi dibidang pengasuhan alternatif dan

pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;

i. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan,

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi dibidang

pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang

dan kegiatan budaya;

j. Menyiapkan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan,

analisis dan penyajian data dan informasi gender dibidang pengasuhan

alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan

budaya;

k. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi

dibidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu

luang dan kegiatan budaya;

1. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan,

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi dibidang

pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang

dan kegiatan budaya;

m. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan

kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan

informasi dibidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta

pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;

n. Menyiapkan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga

pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha dibidang pengasuhan

alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan

budaya;

o. Menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan

peningkatan kualitas hidup anak dibidang pengasuhan alternatif dan

pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;



p. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan
informasi dibidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta
pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;

q. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala
Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

(1). Seksi Hak Sipil, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, mempunyai tugas
menyelenggarakan, perencanaan, pelaksanaan evaluasi, koordinasi dan
penyusunan laporan Seksi Hak Sipil, Info, Kesehatan Dasar dan
Kesejahteraan .

(2)- Rincian tugas Seksi Hak Sipil, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan adalah
sebagai berikut :
a. Menyiapkan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak dibidang hak

sipil, informasi, partisipasi, kesehatan dasar dan kesejahteraan;
b. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak

anak dibidang hak sipil, informasi, partisipasi, kesehatan dasar dan
kesejahteraan;

c. Menyiapkan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak dibidang
hak sipil, informasi, partisipasi, kesehatan dasar dan kesejahteraan;

d. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan
pemenuhan hak anak dibidang hak sipil, informasi, partisipasi, kesehatan
dasar dan kesejahteraan;

e. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak
anak dibidang hak sipil, informasi, partisipasi, kesehatan dasar dan
kesejahteraan;

f. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan
kebijakan pemenuhan hak anak dibidang hak sipil, informasi, partisipasi,
kesehatan dasar dan kesejahteraan;

g. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan
kebijakan pemenuhan hak anak dibidang hak sipil, informasi, partisipasi,
kesehatan dasar dan kesejaht,eraan;

h. Menyiapkan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis
dan penyajian data dan informasi dibidang hak sipil, informasi,
partisipasi, kesehatan dasar dan kesejahteraan;



i. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi dibidang hak sipil,
informasi, partisipasi, kesehatan dasar dan kesejahteraan;

j. Menyiapkan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan,
analisis dan penyajian data dan informasi gender dibidang bidang hak
sipil, informasi, partisipasi, kesehatan dasar dan kesejahteraan;

k. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi
dibidang hak sipil, informasi, partisipasi, kesehatan dasar dan
kesejahteraan;

1. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi dibidang hak sipil,
informasi, partisipasi, kesehatan dasar dan kesejahteraan;

m.Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan
informasi dibidang hak sipil, informasi, partisipasi, kesehatan dasar dan
kesejahteraan;

n.Menyiapkan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga
pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha dibidang hak sipil,
informasi, partisipasi, kesehatan dasar dan kesejahteraan;

o. Menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan
peningkatan kualitas hidup anak dibidang hak sipil, informasi,
partisipasi, kesehatan dasar dan kesejahteraan;

p. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan
informasi dibidang hak sipil, informasi, partisipasi, kesehatan dasar dan
kesejahteraan;

q. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala
Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.



Bagian Kelima

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Pasal 16

(1) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan perumusan, pemberian dukungan, pembinaan dan pelaksanaan

kebijakan/ program/kegiatan perlindungan hak perempuan dan

perlindungan anak berdasarkan kebijakan Bupati dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang

Perlindungan Perempuan dan Anak menyelenggarakan fungsi;

a. Penyiapan perumusan kebijakan dibidang pencegahan dan penanganan

kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, dibidang

ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari

tindak pidana perdagangan orang;

b. Penyiapan perumusan kebijakan dibidang perlindungan dan

pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga,

dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta

dari tindak pidana perdagangan orang;

c. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan dibidang pencegahan

dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga,

dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta

dari tindak pidana perdagangan orang;

d. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan dibidang

perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam

rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan

kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

e. Penyiapan perumusan kajian kebijakan dibidang pencegahan dan

penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga,

dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta

dari tindak pidana perdagangan orang;

f. Penyiapan perumusan kajian kebijakan dibidang perlindungan dan

pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga,

dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta

dari tindak pidana perdagangan orang;



g. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang
pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam
rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan
kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

h. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang
perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam
rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan
kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

i. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan dibidang
pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam
rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan
kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

j. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan dibidang
perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam
rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan
kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

k. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan
kebijakan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap
perempuan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam
situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan
orang;

1. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan
kebijakan dibidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban
kekerasan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam
situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan
orang;

m.Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan
perlindungan perempuan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan
terhadap perempuan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan,
dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana
perdagangan orang;

n.Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan
perlindungan perempuan dibidang perlindungan dan pemberdayaan
perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, dibidang
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari
tindak pidana perdagangan orang;



o. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan
dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di
dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan
kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

p. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan
dibidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di
dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan
kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

q. Penyiapan perumusan kebijakan dibidang perlindungan khusus anak;
r. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan dibidang perlindungan

khusus anak;
s. Penyiapan perumusan kajian kebijakan dibidang perlindungan khusus

anak;
t. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang

perlindungan khusus anak;
u. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan dibidang

perlindungan khusus anak;
v. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan

kebijakan dibidang perlindungan khusus anak;
w.Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi

anak yang memerlukan perlindungan khusus;
x. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan

dibidang perlindungan khusus anak;
y. Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan

penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
z. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan,

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap
perempuan dan anak.

aa. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan,
analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan
dan anak;

bb. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap
perempuan dan anak;

cc. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap
perempuan dan anak;



dd.Penyiapanbahanpemberianbimbinganteknisdansupervisipenerapan
kebijakanpengumpulan,pengolahan,analisisdanpenyajiandatadan
informasikekerasanterhadapperempuandananak;

ee.Pemantauan,analisis,evaluasidanpelaporanpenerapankebijakan
pengumpulan,pengolahan,analisisdanpenyajiandatadaninformasi

kekerasanterhadapperempuandananak;
ff.PelaksanakantugaskedinasanlainnyayangdiberikanolehKepalaDinas

sesuaidenganbidangtugasdanfungsinya.

Pasal17

(1)SeksiPerlindunganPerempuan,mempunyaitugasmenyelenggarakan,
perencanaan,pelaksanaanevaluasi,koordinasidanpenyusunanlaporan

SeksiPerlindunganPerempuan.
(2).RincianTugasSeksiPerlindunganPerempuanadalahsebagaiberikut:

a.Menyiapkanperumusankebijakandibidangpencegahandanpenanganan
kekerasanterhadapperempuandidalamrumahtangga,dibidang

ketenagakerjaan,dalamsituasidaruratdankondisikhusussertadari
tindakpidanaperdaganganorang;

b.Menyiapkanperumusankebijakandibidangperlindungandan
pemberdayaanperempuankorbankekerasandidalamrumahtangga,

dibidangketenagakerjaan,dalamsituasidaruratdankondisikhususserta
daritindakpidanaperdaganganorang;

c.Menyiapkanforumkoordinasipenyusunankebijakandibidangpencegahan
danpenanganankekerasanterhadapperempuandidalamrumahtangga,

dibidangketenagakerjaan,dalamsituasidaruratdankondisikhususserta
daritindakpidanaperdaganganorang;

d.Menyiapkanforumkoordinasipenyusunankebijakandibidang
perlindungandanpemberdayaanperempuankorbankekerasandidalam

rumahtangga,dibidangketenagakerjaan,dalamsituasidaruratdan
kondisikhusussertadaritindakpidanaperdaganganorang;

e.Menyiapkanperumusankajiankebijakandibidangpencegahandan

penanganankekerasanterhadapperempuandidalamrumahtangga,
dibidangketenagakerjaan,dalamsituasidaruratdankondisikhususserta

daritindakpidanaperdaganganorang;
f.Menyiapkanperumusankajiankebijakandibidangperlindungandan

pemberdayaanperempuankorbankekerasandidalamrumahtangga,
dibidangketenagakerjaan,dalamsituasidaruratdankondisikhususserta

daritindakpidanaperdaganganorang;



g. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang
pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan didalam
rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan
kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

h. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang
perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan didalam
rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan
kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

i. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan dibidang
pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan didalam
rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan
kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

j. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan dibidang
perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan didalam
rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan
kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

k. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan
kebijakan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap
perempuan di dalam rumah. tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam
situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan
orang;

1. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan
kebijakan dibidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban
kekerasan didalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi
darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

m.Menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan
perlindungan perempuan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan
terhadap perempuan didalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan,
dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana
perdagangan orang;

n. Menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan
perlindungan perempuan dibidang perlindungan dan pemberdayaan
perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, dibidang
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari
tindak pidana perdagangan orang;



o. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan
kebijakan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap
perempuan didalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam
situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan
orang;

p. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan
kebijakan dibidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban
kekerasan didalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi
darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

q. Menyiapkan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan
penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan;

r. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap
perempuan;

s. Menyiapkan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan,
analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan;

t. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi
kekerasan terhadap perempuan;

u. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap
perempuan;

v. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan
informasi kekerasan terhadap perempuan;

w.Melaksanakan pemantauan, analisis, evalusai dan pelaporan penerapan
kebijakan pengumpulan, analisis dan penyajian data dan informasi
kekerasan terhadap perempuan.

x. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

(l).Seksi Perlindungan Anak mempunyai tugas menyelenggarakan, perencanaan,
pelaksanaan evaluasi, koordinasi dan penyusunan laporan Seksi
Perlindungan Anak;



(2) Rincian tugas Seksi Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :
a. Menyiapkan perumusan kebijakan dibidang perlindungan khusus anak;
b. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan dibidang

perlindungan khusus anak;
c. Menyiapkan perumusan kajian kebijakan dibidang perlindungan khusus

anak;
d. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang

perlindungan khusus anak;
e. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan dibidang

perlindungan khusus anak;
f. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan

kebijakan dibidang perlindungan khusus anak;
g. Menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi

anak yang memerlukan perlindungan khusus;
h. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan

kebijakan dibidang perlindungan khusus anak;
i. Menyiapkan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan

penyajian data dan informasi kekerasan terhadap anak;
j. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan,

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap
anak;

k. Menyiapkan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan,
analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap anak;

1. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi
kekerasan terhadap anak;

m.Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap
anak;

n.Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan
informasi kekerasan terhadap dan anak;

o. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan
informasi kekerasan terhadap anak.



Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 19

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai
dengan keahliannya;

(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang
jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan
bidang keahliannya;

(3) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang
ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

(4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban
kerja;

(5) Jenis jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang - undangan yang berlaku.

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 20
Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis yang mempunyai tugas
melaksanakan sebagaian tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak :
(1) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang ditunjuk oleh Bupati dan

bertanggung jawab kepala Kepala Dinas;
(2) Jumlah UPT ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, sub
Bagian, Kepala seksi dan kepala UPT serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik lingkungan
masing-masing maupun antar satuan organisasi, sesuai dengan tugas masing-
masing.



Pasal 22

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan
mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta
petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 23

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang masing - masing dan menyiapkan
laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 24

Setiap Laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya
wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih
lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 25

Dalam menyampaikan laporan masing- masing kepada Kepala Bidang tembusan
laporan wajib disampaikan juga kepada satuan organisasi lain yang secara
fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 26

Dalam melaksankan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh
satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada
bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 27

(1). Dalam hal pimpinan satuan organisasi berhalangan Kepala Sekretariat
melakukan tugas-tugas pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

(2). Dalam hal Kepala Sekretariat berhalangan, tugas-tugas para kepala Bidang
berada dalam koordinasi seorang Kepala Bidang yang ditunjuk oleh
pimpinan satuan organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.



Pasal 28

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat
dalam lingkungan satuan kerja dapat mendelegasikan kewenangan -kewenangan
tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

BAB VII

JABATAN PÊGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 29

(1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon Ilb atau jabatan
pimpinan tinggi pratama;

(2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon lila atau jabatan
administrator;

(3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon Illb atau jabatan
administrator;

(4) Jabatan Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural
eselon IVa atau jabatan pengawas;

(5) Kepala UPT merupakan jabatan struktural Eselon IVa atau jabatan
pengawas;

(6) Kepala Sub Bagian UPT merupakan jabatan struktural eselon IVb atau
jabatan pengawas.

BAB V III

PENGANGKATAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 30
(1). Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala

Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang
telah memenuhi syarat sesuai përaturan perundang-undangan yang berlaku.

(2).Pengangkatan dan pemberhentian dalam Jabatan struktural dilakukan sesuai
përaturan perundang - undangan yang berlaku.



BAB IX

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 31
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka semua ketentuan yang mengatur
materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 32

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati .

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala

RIMIR MIRHADI

Diundangkan di Menggala
pada Tanggal 3 2017
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